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BAB IV 

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP TERHADAP 

PELANGGARAN KODE ETIK DOKTER (ABORSI) DALAM  PASAL 346 

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 

 

A. Aborsi Menurut Kode Etik Dokter 

       Praktek kedokteran berpegang kepada prinsip-prinsip moral 

kedokteran, prinsip-prinsip moral yang dijadikan arahan dalam membuat 

keputusan dan bertindak, arahan dalam menilai baik-buruknya atau benar-

salahnya suatu keputusan atau tindakan medis dilihat dari segi moral. 

Akan tetapi banyak sekali kelalaian dalam standar profesional yang 

berlaku umum atau sebuah proses dimana terjadi kesalahan dalam 

prosedur dalam penanganan seorang pasien yang dilakukan dokter, 

kesalahan ini dapat berupa kesalahan diagnosa, kesalahan pemberian 

terapi, maupun kesalahan dalam hal penanganan pasien dokter, serta 

pelanggaran atas tugas yang menyebabkan seseorang menderita kerugian, 

akan tetapi bukan hanya dirugikan secara materil, namun yang lebih utama 

adalah kerugian pada kejiwaan dan mental pasien serta keluarganya. 

       Hal ini dilakukan oleh seorang profesional ataupun bawahannya, atas 

nama klien atau pasien yang menyebabkan kerugian bagi klien atau pasien. 

Hal seperti ini kita sebut sebagai Malpraktik. Aborsi adalah salah satu 

contoh dari pelanggaran sumpah dan kode etik kedokteran di Indonesia, 

banyak Negara yang tidak mengizinkan aborsi seperti Indonesia, karena 

aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup 

di luar kandungan (sebelum usia 20 minggu kehamilan), bukan semata 
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untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dalam keadaan darurat tetapi juga 

bisa karena si ibu tidak menghendaki kehamilan itu. 

       Saat ini aborsi masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat 

Indonesia. Namun terlepas dari kontorversi tersebut, aborsi diindikasikan 

merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak 

pada kesakitan dan kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama 

kematian ibu hamil dan melahirkan adalah perdarahan, infeksi dan 

eklampsia. Adapun para penyebab dari kejadian aborsi ini antara lain 

adalah: 

1. Faktor ekonomi, di mana dari pihak pasangan suami isteri yang 

sudah tidak mau menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup, 

namun tidak memasang kontrasepsi, atau dapat juga karena 

kontrasepsi yang gagal. 

2. Faktor penyakit herediter, di mana ternyata pada ibu hamil yang 

sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan kenyataan 

bahwa bayi yang dikandungnya cacat secara fisik. 

3. Faktor psikologis, di mana pada para perempuan korban 

pemerkosaan yang hamil harus menanggung akibatnya. Dapat juga 

menimpa para perempuan korban hasil hubungan saudara sedarah 

(incest), atau anak-anak perempuan oleh ayah kandung, ayah tiri 

ataupun anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya. 

4. Faktor usia, di mana para pasangan muda-mudi yang masih muda 

yang masih belum dewasa & matang secara psikologis karena 
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pihak perempuannya terlanjur hamil, harus membangun suatu 

keluarga yang prematur. 

5. Faktor penyakit ibu, di mana dalam perjalanan kehamilan ternyata 

berkembang menjadi pencetus, seperti penyakit pre-eklampsia atau 

eklampsia yang mengancam nyawa ibu. 

6. Faktor lainnya, seperti para pekerja seks komersial, ‘perempuan 

simpanan’, pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks 

bebas atau pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami atau 

beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil. 

       Tidak sedikit masyarakat yang menentang aborsi beranggapan bahwa 

aborsi sering dilakukan oleh perempuan yang tidak menikah karena alasan 

hamil di luar nikah, akan tetapi ada pula wanita yang melakukan aborsi  

adalah wanita yang telah menikah bahkan telah memiliki anak, alasan 

yang umum adalah karena sudah tidak ingin memiliki anak lagi. 

 

B. Penyebab Pelanggaran Aborsi Menurut Kode Etik Dokter 

       Dokter Profesional tentu saja memahami kode etik dan aturan yang 

harus dilakukan sehingga dalam melakukan suatu tindakan mampu berfikir 

kritis untuk memberikan pelayanan sesuai prosedur yang benar tanpa ada 

kelalaian. Namun mengapa masih banyak terjadi berbagai bentuk kelalaian 

tanpa tanggung jawab dan tanggungan gugat? Hal ini dikarenakan 

kurangnya dalam memahami kode etik itu sendiri. 
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       Masalah aborsi secara umum telah dicantum kan dalam UU No. 36 

Tahun 2004 tentang kesehatan, namun peraturan pemerintah yang 

mengatur hal ini belum diterbitkan hingga sekarang, begitu pula belum ada 

petunjuk bagaimana seharusnya sikap dokter yang menyangkut tindakan 

aborsi pada kasus-kasus, misalnya pemerkosaan, kehamilan pada wanita 

dengan grande multipara (telah banyak anak) dan kegagalan kontra sepsi 

       Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban 

melindungi hidup makhluk insani (KODEKI 7d). Undang-undan No.23 

tahun 2004tentang kesehatan menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, 

sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat 

dilakukan tindakan medik ttertentu dan ini dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang memiliki keahlian, dengan persetujuan ibu hamil yang 

bersangkutan atau suamiatau keluarganya dan dilakukan pada sara 

kesehatan tertentu 

 

C. Aborsi Menurut HAM dan Islam 

       Mereka yang melakukan tindak aborsi berkeyakinan bahwa ketika 

kandungan baru berumur tiga atau empat minggu belum terdapat 

kehidupan pada enbrio. Jadi, menggugurkan kandunggan ketika usia 

kandungan masih muda itu tidak melanggar HAM, karena mereka tidak 

membunuh. Padahal, kalau kita lihat masalah ini dari sudut pandang 

medis, pada saat umur kandungan 3 minggu, zigot hasil pembuahan sudah 

mulai menempel pada endometrium (dinding uterus). Kemudian minggu-
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minggu selanjutnya sudah terjadi proses pembentukan organ-organ dan 

struktur anatomi lainnya. 

       Di Indonesia, aborsi dilarang karena dianggap melanggar hak asasi 

manusia, yaitu hak untuk hidup. Tindakan aborsi ini dianggap sama 

dengan pembunuhan. Mengapa? Dalam ilmu biologi, disebutkan bahwa 

embrio terbentuk karena ada pertemuan sel sperma dan sel telur. Sel 

sperma yang melebur dengan sel telur akan membentuk zigot. Sel zigot 

kemudian membelah menjadi morula, morula menjadi blastula, dan 

kemudian menjadi gastrula. Gastrula ini yang kemudian berkembang 

menjadi embrio. Lalu, kehidupan janin itu mulai dari mana? Sebenarnya, 

sel sperma dan sel telur itu sendiri merupakan sel hidup, sehingga mulai 

dari awal pembuahan pun, sudah dapat dikatakan ada kehidupan. 

       Hak-hak yang diatur dalam UU no 39 tahun 1999 adalah hak untuk 

hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan 

diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa 

aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak 

wanita, dan hak anak. Hak untuk hidup pasal 14 mencantumkan larangan 

pembunuhan. Aborsi adalah pembunuhan, itu artinya aborsi dilarang. 

Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga 

kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai 

hukuman. 

       Dalam pandangan agama pun, aborsi adalah tindakan yang dilarang. 

Agama Islam, misalnya, dalam salah satu firman Allah: Dan janganlah 
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kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) 

melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Aborsi yang disengaja 

termasuk ”membunuh yang di haramkan oleh Allah”. al-Quran surah al-

Baqarah ayat 183 menerangkan bagaimana proses penciptaan manusia. 

Proses yang dijelaskan di sini sama dengan penjelasan ilmiah dari dunia 

kedokteran. Jadi, menggugurkan kandungan dilarang dalam agama Islam. 

Dalam ajaran Kristen pun, tidak jauh berbeda. Gereja melarang tindakan 

aborsi karena ajaran gereja meyakini embrio adalah manusia seutuhnya. 

       Meskipun alasan mengapa aborsi dilarang sudah jelas, namun bagi 

mereka yang “berkepentingan” melakukan tindak aborsi tetap mempunyai 

dalih. Bukankah menggugurkan kandungan itu hak bagi individu yang 

mempunyai kandungan? Kalau ada larangan, berarti larangan itu yang 

melanggar HAM. Mari kita lihat, batasan HAM menurut Undang-Undang. 

Pasal 28J (1) menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak 

asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. Pasal 28J (2) disebutkan: Dalam menjalankan hak dan 

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 

ditetapkan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan 

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral 

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis.  
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       Jadi meskipun kita punya hak untuk menggugurkan kandungan, kita 

juga dibatasi oleh hak janin untuk hidup. Pasal 28A menyebutkan bahwa 

setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya. Karena telah dijelaskan tadi bahwa embrio atau janin 

adalah manusia juga, maka mereka juga mempunyai hak untuk hidup. 

 

D. Pelanggaran Aborsi Dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP 

       Aborsi adalah suatu tindakan untuk mengakhiri kehamilan dengan 

mengeluarkan dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran secara alami. 

Menurut pandangan Hukum Pidana Islam, aborsi tidak boleh dilakukan 

pada setiap tahap pertumbuhan janin sebelum diberi nyawa ( al-nuthfah, 

al-‘alaqoh dan al-mudghoh) . Sebagaimana yang telah diuraikan dalam 

bab II, Telah diketahui hukum aborsi menurut ulama’ fiqih dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 

1. Hukum abortus setelah peniupan ruh. 

2. Hukum abortus sebelum peniupan ruh. 

       Hukum abortus setelah peniupan ruh adalah haram dan ini menjadi 

kesepakatan ulama’ fiqih. Sebab perbuatan tersebut dianggap pembunuhan 

atas makhluk hidup. Adapun hukum membunuh adalah haram. Pengertian 

aborsi seperti telah diketahui adalah suatu pengguguran atau penghentian 

kandungan atau kehamilan atau hasil konsepsi sebelum waktunya atau 

kurang waktunya di dalam rahim wanita. Pengguguran tersebut dilakukan 

dengan sengaja. Jadi singkatan aborsi adalah pengguguran bayi didalam 
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rahim ibu atau wanita sebelum waktunya atau dengan sengaja. Karena itu 

aborsi (setelah peniupan ruh) dapat dikategorikan pembunuhan dan 

pembunuhan berhukum haram, jadi abortus (setelah peniupan ruh) adalah 

haram. 

       Aborsi merupakan pembunuhan, dari segi kesengajaan dianggap 

sebagai pembunuhan sengaja dan tidak disengaja menurut Hukum Pidana 

Islam, namun dalam penerapan hukumannya tidak disamakan dengan 

pembunuhan terhap manusia, sebab keberadaan janin ini masih bersifat 

semu (masyk fih) yang masih dipertanyakan, apakah ia lahir dalam 

keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati, sedangkan pembunuhan 

dianggap sebagai kejahatan manusia yang keberadaanya dialam nyata 

sudah pasti yang telah memiliki hak dan kewajiban dihadapan hukum. 

        Adapun hukuman abortus sebelum peniupan ruh terjadi 

perselisihan pendapat diantara para ulama’ fiqih. Perselisihan 

pendapat tersebut secara umum dapat di sederhanakan sebagai berikut: 

1. Hukumannya boleh secara mutlak. 

2. Hukumannay boleh dengan syarat. 

3. Hukumannya makruh. 

4. Hukumannya mutlak. 

       Menurut penulis aborsi sebelum peniupan ruh hukum asalnya adalah 

haram, hal ini berdasarkan dalil al-Quran, antara lain: 
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 Firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 195: 

ة    ىل  اا  ام  ك  ي  د  ي  ا  و ب  ق  ل  ت  ل  و   الل   ل  ي  ب  س   يوا ف  ق  ف  ن  ا  و   ن وا   التَّه ل ك  س  ا ح   ب  ح  ي   لل   ا نَّ و 

۞ي  ن  س  ح  م  ل      ن 

Artinya: “ Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah. 

Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke 

dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena 

sesungguhnya Allâh menyukai orang-orang yang 

berbuat baik”.
1
 

Dan hadis Nabi saw bersabda: 

 ار  ر  ض  ل  و   ر  ر  ض  ل  

       Artinya: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu  dan 

membahayakan orang lain" 
2
 

 

       Pada sub bahasa ini penulis menyajikan tentang analisis hukum pidana 

Islam tentang ketetapan hukuman terhadap tindak pidana abortus oleh 

dokter. Sudah jelas bahwa hukum orang yang melakukan aborsi adalah 

haram, menurut hukum pidana Islam. Jadi apabila perbuatan dokter 

melakukan abortu adalah haram. Lantas hukum apa yang sepantasnya 

diterima dokter tersebut sebagai sanksi menurut hukum pidana Islam. 

       Didalam al-Quran dan al-Hadis tidak sedikit menyebutkan beberapa 

hukuman atas pelaku aborsi. 

1. Di Akhirat 

a. Neraka Jahannam 

                                                            
1       Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Gema Risalah Press, 2010) h 57. 
2       Jalaluddin as-Sayuthi, al-jami’ al-Sagir, vol 2, h 203  
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b. Murka Allah 

c. La’nat Allah 

d. Siksaan yang Dahsyar 

 

2. Di Dunia 

a. Mendapat dosa besar 

       Hal ini terdapat dalam surah al-Isyra’ ayat 31 dan Hadis 

Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud dan hadist 

tersebut telah di takhrij oleh Bukhori. 

b. Terkena denda (apabila ada unsur kejahatan) 

       Hadis tentang  itu telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah 

dan telah di takhrij oleh Muslim. 

       Hadis diatas menjelaskan bahwa orang yang melakukan 

tindakan pengguguran terkena denda yaitu hamba sahaya. 

Hadis di atas secara harfiyah menunjukkan perbuatan yang 

tidak sengaja dimana wanita yang melempar terkena denda, 

sebab karena perbuatan itu mengakibatkan gugurnya janin yang 

ada didalam rahim wanita yang dilempar, apalagi kalau 

pengguguran janin dilakukan dengan unsur kesengajaan. 

       Menurut Abu al-Fadl Muhdin Ibrahim menerangkan 

bahwa ulama’ Islam menyimpulkan bahwa pembayaran al-

Ghurrah diharuskan untuk semua kasus serangan terhadap janin 

(baik sengaja atau tidak sengaja). Tetapi, terdapat perbedaan 
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pendapat mengenai perlunya memenuhi kewajiban ini dalam 

kasus dimana janin yang diserang, terpisah dari ibunya saat 

masih dalam keadaan yang beum berbentuk. 

       Imam maliki menyatakan bahwa ghurrah dibayar 

walaupun janin dalam keadaan belum berbentuk. Imam Hanafi 

dan al-Syafi’i berpendapat bahwa ghurrah tetap harus dibayar 

karena yang nantinya keluar dari tubuh seorang wanita 

merupakan awal dari penciptaan manusia. Madzhab Hambali 

berpendapat bahwa setiap tindakan untuk mengakhiri 

kehamilan ( misalnya minum obat tertentu) yang dilakukan 

sebelum 40 hari kehamilan tidak perlu membaya ghurrah. 
3
 

        Harus diingat di sini bahwa ulama’ Islam  menyatakan ruh ditiupkan 

kepada janin setelah bulan keemapat kehamilan berdasarkan Hadis Nabi 

Muhammad saw yang memberikan rujukan langsung mengenai itu. Karena 

itu, jelas bahwa setiap tindakan yang membunuh janin setelah setelah 

bulan keeempat sama saja dengan mengambil nyawa seorang manusia. 

Dengan demikian, penyerangan terhadap janin bertanggung jawab. 

Adapun bentuk tanggung jawab tersebut, Abu al-Fadl Muhsin Ebrahim 

berpendapat: bentuk tanggung jawab tersebut adalah membayar diyyah 

kamilah (uang tebusan lengakap) sebagai kompensasi dan bukan ghurrah. 

Madzhab ini tidak memungkiri bahwa peniupan ruh memang terjadi 

setelah bulan keempat kehamilan tetapi kriteria untuk menentukan harus 

                                                            
3      Abu al-Fadl Muhsin Ebrahim, Aborsi Kontrasepsi dan mengatasi kemandulan, h 167. 
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harus dibayarnya uang tebusan lengakap akibat serangan terhadap janin 

bukan saat peniupan ruh tetapi masa selama jain dianggap sebagai 

makhluk hidupnya. Menurutnya hal ini terjadi ketika janin berada dalam 

minggu kedua puluh empatnya. 

       Selajutnya Abu al-Fadl berkata: keempat madzhab berpendapat bahwa 

setiap serangan terhadap janin digolongkan sebagai setengah saja bila 

penyerang menyengaja perbuatannya dan merupakan kehilafan bila tidak 

disengaja.
4
  

       Dalam pengguguran kandungan atau aborsi diatur dalam pasal 299, 

346, 347, 348, dan 349 KUHP. Jika ditelaah pasal 346-348 KUHP terdapat 

dua istilah yang berbeda yaitu menggugurkan kandungan dan membunuh 

(mematikan) kandungan. Pengertian kedua istilah tersebut dari segi tata 

bahasa tidak sama. Tetapi pidana atau hukuman yang diancamkan pada 

masing-masing pelakunya tetap sama yakni paling alam empat tahun 

penjara (pasal 346 KUHP), paling lama duabelas tahun (347 KUHP) dan 

paling lama lima tahun enam bulan penjara (pasal 348 KUHP).  

       Jika bepegang pada priodesasi pertumbuhan janin menurut ilmu 

kedokteran tersebut, seharusnya pasal 346, 347 dan 348 KUHP hanya 

berlaku untuk istilah menggugurkan kandungan yang berupa embrio murni 

dan embrio lanjut (janin usia 0 sampai menjelang minggu ke-16). 

                                                            
4     Ibid, h 169-167. 
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       Jika istilah membunuh (mematikan) kandungan berarti menyebabkan 

mati atau menghilangnya nyawa kandungan yang berupa foctus murni. 

Untuk itu harus dikenakan pasal-pasal lain tentang pembunuhan ( misalnya 

pembunuhan bayi, karena foctus murni sudah dapat disamakan dengan 

bayi). 

       Alasan utama yang patut dikemukakan adalah bahwa istilah 

membunuh atau mematikan berarti menghilangkan nyawa, segala sesuatu 

yang bernyawa dan hidup. Foctus murni telah bernyawa dan telah 

memiliki tanda-tanda kehidupan. Dimana ciri-ciri tidak didapati pada 

embrio murni maupun embrio lanjut. Dengan demikian, pada hakikatnya 

KUHP melarang semua jenis aborsi baik aborsi atas atas indikasi medis 

(abortus provocatus therapccus) maupun aborsi non medis (abortus 

provocatus criminalis). 

       Dalam naskah RUU –KUHP Buku II baru tahun 1992 dijelaskan 

bahwa pasal 346 dan 347 KUHP lam diambil alih RUU-KUHP tahun 1992 

pasal 447 ayat (1), (2),  (3) yang penjelasannya resmi sebagai berikut : 

       “ Pasal ini sama dengan pasal 346 dan 347 lama. Pasal ini dirumuskan 

dalam rangka melindungi kandungan seorang perempuan. Ini berarti jika 

digugurkan kandungan yang sudah mati, maka ancaman pidana dalam 

pasal ini tidak berlaku atau diterapkan. Tidaklah releven disini untuk 

menentukan cara-cara atau saran apa yang digugurkan atau dimatikan 
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kandungan perempuan itu, yang penting dan yang menentukan adalah 

akibat yang ditimbulkan yaitu gugur atau mati kandungan itu..”
5
 

       Sedangkan dalam pasal 348 KUHP lama diambil alih pasal (19.06) 

yang intinya sama dengan RUU-KUHP 1992 dan pasal 349 KUHP lama 

diambil alih pasal 449 (19.08) yang penjelasannya resmi sebagai berikut. 

       “ pasal ini hampir sama dengan pasal 349 KUHP lama. Oleh karena 

perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam pasal 19.05 dan 19.06 diancam 

dengan pidana maka sudah seharusnya apabila dokter, bidan atau juru obat 

yang melakukan atau membantu melakukan perbuatan-perbuatan yang 

dilarang itu juga diancam dengan hukum pidana. Mengingat tujuan dan 

sifat pekerjaan (profesi) mereka demikian mulia, wajarlah kalau ancaman 

pidana terhadap mereka dapat ditambah sepertiga serta dapat dicabut hak 

mereka untuk berpraktek. Ancaman pasal  ini tidak berlaku terhadap 

dokter yang melakukan aborsi  dengan pertimbangan medis...”
6
  

       Kemudian dalam denda yang dukenakan dalam KUHP lama sudah 

tidak sesuai dengan besarnya nilai uang sekarang. Sehingga dalam 

rancangan KUHP yang ditetapkan banyaknya denda masuk pada kategori 

IV yakni tujuh juta lima ratus ribu rupiah.
7
 Dan juga dalam berat 

ringannya hukuman dalam rancangan KUHP yang baru dijelaskan batas 

minimalnya hukuman, dimana dipidana paling lama dua belas tahun dan 

                                                            
5       Leden Marpuung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, (jakarta: Sinar grafika, 2000), 

h 48. 
6       Ibid, h 49. 
7       Niniek, Eksistensi Pidana Denda, h.70 
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paling rendah tiga tahun bagi aborsi tanpa persetujuan perempuan yang 

hamil dan dipenjjara paling lima belas tahun penjara dan paling rendah 

lima tahun jika mengakibatkan matinya perempuan yang hamil (pasal 

44719.05 RUU-KUHP 1992). 

       Sedangkan dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling 

banyak kategori IV dan dipidana penjara paling lama sepuluh tahun jika 

perbuatan tersebut mengakibatkan perempuan yang hamil itu mati (pasal 

348 KUHP). Dan hukuman tersebut tidak berlaku bagi dokter yang 

melakukan pengguguran kandungan (aborsi dengan alasan indikasi medis) 

pasal 449 (19.07) RUU-KUHP 1992.
8
   

 

                                                            
8       Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), h 49.  


